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ABSTRAK

Berangkat dari adanya pergeseran pemaknaan ijbar yang diidentikkan denganikrah
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang terutama dalam perspektif gender pusat studi
wanita UIN Sunan Kalijaga,mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang
(1) Bagaimana perkembangan implementasi hak ijbar di indonesia saat ini menurut
Pandangan Lembaga Gender Equality, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga? (2)
Bagaimana aturan hukum mengenai implementasi hak ijbar di dalam perkawinan yang masih
menjadi tradisi di Indonesia menurut perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga? (3)
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan yang telah direndahkan akibat
hasil dari perkawinan paksa sebagai konsekuensi penerapan ijbar di dalam suatu perkawinan,
berdasarkan perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan legal-formal. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif analitik
dengan beberapa tahapan yaitu penelitian pendahuluan, pengolahan data, pemeriksaan
keabsahan data dan analisis data. Seluruh data diperoleh melalui metode observasi dan
wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mutlak ijbar setelah itu tidak boleh lagi
dilaksanakan di Indonesia setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam. Dari sejumlah pasal terlihat jelas bahwa izin dari kedua mempelai, atau calon
suami istri, merupakan komponen penting dalam perkawinan itu sendiri. Menurut Pusat Studi
Wanita UIN Sunan Kalijaga, konsep ijbar memiliki landasan hukum dalam figh. Landasannya
ditemukan dalam hadits nabi, yang ditemukan dalam berbagai kitab hadits. Sebagai salah satu
konsep yang menjadi landasan hukum dalam figh yang berkaitan dengan aturan hukum, para
ahli figh memiliki perbedaan pendapat tentang kawin paksa (ijbar). Pusat Studi Wanita UIN
Sunan Kalijaga memberikan dua jenis perlindungan hukum bagi perempuan yang hak
asasinya dilanggar karena perkawinan dengan hak ijbar dari sudut pandang hukum Islam.
Pertama, setiap wanita memiliki hak yang sama untuk memilih pasangannya. Kedua, wanita
boleh dimintai izin walinya untuk menikahinya tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.

Kata Kunci: Ijbar, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Gender



Abstract

Departing from the shift in the meaning of ijbar which is identified with ikrah by the
majority of Indonesian people, especially in the gender perspective of the women's study center
at UIN Sunan Kalijaga, it encourages researchers to conduct a study on (1) How is the
development of the implementation of ijbar rights in Indonesia today according to the
perspective of Gender Institutions? Equality, Center for Women's Studies at UIN Sunan
Kalijaga? (2) What are the legal regulations regarding the implementation of ijbar rights in
marriage which are still a tradition in Indonesia according to the perspective of the Center for
Women's Studies at UIN Sunan Kalijaga? (3) How is the legal protection for women's human
rights which has been degraded as a result of forced marriages as a consequence of the
application of ijbar in a marriage, based on the perspective of the Center for Women's Studies
at UIN Sunan Kalijaga?

The type of research used is field research with a legal-formal approach. While the data
analysis method uses descriptive analytic with several stages, namely preliminary research,
data processing, data validity checking and data analysis. All data obtained through
observation and interview methods.

The results of the study show that the absolute right of ijbar after that may no longer be
exercised in Indonesia after the issuance of the Marriage Law and Compilation of Islamic Law.
From a number of articles it is clear that permission from the bride and groom, or the
prospective husband and wife, is an important component of the marriage itself. According to
the Center for Women's Studies at UIN Sunan Kalijaga, the concept of ijbar has a legal basis in
figh. The foundation is found in the hadith of the prophet, which is found in various books of
hadith. As one of the concepts that form the legal basis in figh relating to the rule of law, figh
experts have differing opinions regarding forced marriage (ijbar). The Center for Women's
Studies at UIN Sunan Kalijaga provides two types of legal protection for women whose human
rights are violated due to marriages with ijbar rights from the perspective of Islamic law. First,
every woman has the same right to choose her partner. Second, a woman may be asked for her
guardian’s permission to marry her without his knowledge or consent.

Keywords: ljbar, Center for Women's Studies at UIN Sunan Kalijaga, Gender
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan dan
merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang
kuat dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hal tersebut yang mendasari
pernyataan dimana perkawinan bukan hanya mengandung keizinan untuk
melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat
berputarnya hidup kemasyarakatan®.

Pernikahan adalah sebuah perjanjian spiritual yang abadi antara seorang
pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, karena perjanjian yang disebut oleh
Allah yakni "mitsagan ghalidza", hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur'an.
Pertama, perjanjian menyangkut perjanjian antara suami dan istri, tetapi kemudian
keduanya membuat perjanjian ya Allah dengan para nabi-Nya (Surat Al-Ahzab
33: 7) perjanjian-Nya dengan umat-Nya, yang menyangkut melaksanakan ajaran-
ajaran agama dalam hal ini. (Surat An-Nisa 4:154). jelaslah bahwa tingginya
sebuah pernikahan karena Allah menyebut nikah akad serupa nilainya dengan
perjanjian Allah dengan para nabi untuk realisasi risalah-Nya.?

Di dalam pernikahan, tentunya dilakukan berbagai cara untuk mencapai
tujuan kebahagiaan dalam hidup, membentuk keluarga sakinah, mawwadah, dan
penuh rahmat, dimana salah satunya adalah memilih pasangan yang baik. Tidak

ada paksaan dari segi apapun untuk manusia memiliki wewenang dalam hal

! Haris Sanjaya A.R, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia’, Jurnal Asy-Syir’ah,
Volume. 46.11 (2014), hal 452—76.
2 Haq, ‘Reformulasi Hak Ijbar Dalam Perkawinan. Tantangan Isu Gender Kontemporer’,

Jurnal Palastren, Volume 8.1 (2015), hal 197-224.



memilih pasangan hidupnya, sesuai dengan kriteria dan kecocokan keduanya.®.
Rasulullah SAW, telah menekankan bahwasanya, manusia diberikan kebebasan
dalam hal memilih pasangan hidupnya sesuai dengan cara pandangan serta
kebutuhan sesamanya. Akan tetapi, aspek agama menjadi aspek yang paling
ditekankan dalam hal memilih pasangam hidup kelak. Anjuran dari Rasulullah
tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki.* Akan tetapi, hak
dalam memilih calon pasangan hidup sangat sering berbenturan dengan fenomena
hak ijbar yang dimiliki oleh wali, dimana mengurangi kebebasan dalam hal
memilih calon pasangan sebelum menikah.®

Tidak sedikit yang beranggapan hal demikian menjadikan alasan hingga
menjadi dalih, bahwasannya pemberlakuan ijbar di dalam suatu pernikahan
merupakan salah satu wujud kasih sayang orangtua untuk anaknya. Orangtua
menginginkan segala hal yang terbaik untuk anaknya, akan tetapi konkretisasi dari
ijbar tersebut di lingkungan sekitar nampak perlu dilakukan kajian serta
monitoring secara berkala, mengingat perubahan kultur yang dinamis®.

Penelitian juga menyebutkan bahwa, konsep dari hak ijbar juga dinilai
menjadi bentuk yang bertentangan dengan keadilan dan mendeskriminasi
perempuan’. Fenomena deskrimasi perempuan akibat adanya kawin paksa ini
termasuk kedalam pelanggaran HAM, akan tetapi, ironisnya, peristiwa
diskriminasi yang terjadi pada perempuan akibat dari fenomena kawin paksa,
masih memiliki kedudukan yang lemah di hadapan hukum, hal tersebut juga
jarang sekali terekspos. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa, kasus kekerasan
yang naik akhir-akhir ini tidak hanya kekerasan yang terjadi pada perempuan

3 Khoirul Anwar, ‘Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten
Malang’, 10.1 (2019).

4 Nurun N., ‘Kriteria Menemukan Pasangan Hidup. Suatu Kajian Hermeneutika Hadis’,
Jurnal Studi llmu Al-Qur’an Dan Hadist, Volume 17.1.2018, hal 95

5 Nur Fadhilah dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, ‘Hak Ijbar Wali Tinjauan Magashid
Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam’, Journal de Jure, 12.1 (2020), 102-119.
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dalam rumah tangga saja, akan tetapi berimbas pada kasus kekerasan pada anak
sebagai korban.

Menurut penelitian sebelumnya, bentuk kekerasan yang dialami oleh
perempuan bermacam-macam penyebabnya hingga saat ini, salah satu diantaranya
yaitu fenomena kawin paksa. Berdasarkan data dari studi penelitian sebelumnya
tercatat bahwa kasus kawin paksa menjadi sebab yang paling tinggi dari kasus
perceraian di Indonesia. Tentunya, kasus kawin paksa ini muncul dengan banyak
motif yang melatarbelakangi, seperti perjanjian antara orangtua yang sepakat akan
melakukan perjodohan untuk anaknya, selain itu juga faktor keluarga, hingga
bahkan disebabkan karena calon mertua laki-laki yang memiliki status sosial.

Seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada di bawah
perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, melalui hak ijbar atau
kerap dikenal dengan istilah kawin paksa®. Kawin paksa sendiri menjadi
permasalahan yang mengancam keutuhan rumah tangga hingga mendorong kasus
perceraian dalam pernikahan'®. Angka perceraian yang kian meningkat, memiliki
dampak serius terhadap kesehatan mental suami, istri hingga tercukupinya hak-
hak anak. Tahun 2018, angka perceraian tercatat sejumlah 443.645 kasus. Tahun
2020 hingga 2021, kasus perceraian meningkat signifikan 54% dari 291.677 kasus
mejadi 447.743 kasus.

Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) menuturkan bahwa, singnifikansi kasus perceraian di tahun 2020
menuju 2021 tak lain berhubungan dengan. kondisi pandemi yang berpengaruh
terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, emosi hingga tingkat stress.*2

8 Rhona K. M. S,dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak
Asasi Manusia. Universitas Islam Indonesia, Tahun 2008, him. 269

® Hag.

OMisbahul Arifin dan Maimun, Mohammad , ‘Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat
Serta Faktor Penyebabnya: Studi Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura’,:
Jurnal Studi Islam, Volume 5. No.2 (2019), hal 157

1 Muttagin and Fadhilah.

12 Kehidupan Perkawinan Bahagia dan Buletin Psikologi, ‘Kehidupan Perkawinan
Bahagia: Dampak Positif Untuk Keseimbangan Mental Anak Kini Dan Nanti’, Kehidupan
Perkawinan Bahagia: Dampak Positif Untuk Keseimbangan Mental Anak Kini Dan Nanti, 6.2
(2020), 40-49



Secara garis besar, menurut hukum Islam, konsep dari hak ijbar adalah
seorang ayah memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya, dengan
seorang laki-laki pilihan ayahnya tersebut, dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam hukum Islam.®* Umumnya, seorang ayah melakukan kawin
paksa untuk anak perempuannya, dengan dalih bahwa hak dari anak gadis yang
masih perawan ada pada ayah, serta ayah sendiri sebagai wali dalam pernikahan
memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak perempuannya.’* Akan tetapi, realita
di lapangan berkata lain. Hak ijbar yang dimiliki oleh seorang ayah sering kali
disalahgunakan oleh wali mujbir, serta mengabaikan syarat-syarat yang ada pada
hukum Islam, alhasil penyimpangan terhadap hak asasi dari anak gadis tersebut
pun terjadi.

Masalah di lapangan menunjukkan bahwa instrumen hukum nasional telah
diratifikasi oleh Indonesia, sehingga tidak serta merta dapat sepenuhnya menjamin
terlindunginya hak-hak perempuan, dimana setiap perempuan memiliki hak untuk
memilih pasangan hidupnya sesuai dengan keinginannya. Hal ini dapat dibuktikan
dengan masih adanya fenomena pernikahan melalui implementasi hak ijbar yang
terjadi di tradisi Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,
Madura.'®

Kampung Sidosermo di Surabaya, menjadi salah satu wilayah yang hingga
kini menjadi bukti konkrit pemberlakuan ijbar di dalam pernikahan anak
perempuan masih masif terjadi. Faktor kekhawatiran orangtua terhadap pasangan
hidup anaknya, faktor mitos. di wilayah tersebut yang masih erat dipercaya, faktor
pergaulan bebas anak di bawah umur, hingga faktor hubungan kedua belah pihak
keluarga. Belum lagi, fikih Syafi’i memahamkan ijbar sebagai sesuatu yang tetap
diperbolehkan. ®

Dalam peristiwa ini, masyarakat pada umumnya seringkali tutup mata dan

menganggap hal tersebut wajar-wajar saja padahal praktik perkawinan tersebut

13 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, 43
14 Ahmad Azhar Basyir, Buku Hukum Perkawinan lIslam, Yogyakarta: UIl Press,
2004,hal 42

15 Masthuriyah Sa, ‘Dengan Barometer Ham’, 2008.

16 Putro, Abdulloh Faqih, and Abdul Rouf, ‘Ijbar Nikah Di Kampung Sidosermo 10
(2020)



bertentangan dengan hak asasi perempuan dan hak asasi anak fenomena kawin
paksa yang terjadi di Madura ini tidak lepas dari pengaruh tradisi masyarakat
tentang perkawinan masih sangat kental, sehingga pelanggaran tersebut cenderung
terjadi berulangkali. Peristiwa pemaksaan dalam pernikahan kian menjadi tradisi
di tengah masyarakat dan mengakar kuat, terlebih ulama madzhab Syafi’i
membenarkan akan perkawinan atas hak ijbar, sehingga mereka menjadikan dasar
tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

Hak ijbar yang berujung pada peristiwa kawin paksa, dapat merenggut
keutuhan rumah tangga. Faktor perceraian yang disebabkan karena kawin paksa
masih menjadi faktor yang dilaporkan masih menjadi penyebab meningkatnya
angka perceraian di Indonesia. Menurut data informasi statistik menunjukkan
bahwa, kasus perceraian di Indonesia meningkat drastis yakni sebanyak 53,50% di
tahun 2021 dengan 447.743 kasus, jika dibandingkan dengan data perceraian pada
tahun 2020 dengan 291. 677 kasus tercatat. Jika dilihat secara luas lagi, kasus
perceraian di Indonesia cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, yang
mana lonjakan kasus perceraian ini terjadi bermula pada jangka 2017-2019.

Pada peristiwa kawin paksa ini, perempuan dengan kedudukan menjadi
seorang anak, tentunya menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal tersebut karena
seorang perempuan tersebut, di dalam memilih pasangan hidupnya telah dilanggar
akibat dari fenomena kasus kawin paksa tersebut. Di dalam konstitusi sendiri,
sudah banyak yang mengatur mengenai hak-hak asasi anak dan perempuan, salah
satu contohnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM) Pasal 10
ayat (1) dan (2).}" Ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, dan dituliskan dalam Undang-Undang Dasar hasil
amandemen ke-2 pasal 28B ayat (1).!® Dalam hal ini yang dimaksud dengan
“kehendak bebas” adalah perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik dan
tanpa adanya unsur keterpaksaan, atau tekanan yang bersifat merugikan dari pihak
ketiga baik terhadap perempuan yang akan menikah maupun calon suami.*®

Hukum internasional juga mengatur tentang hak-hak asasi perempuan, terlebih

7 pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
18 Rhona K. M. Smith,dkk, him. 258.

19 Ayat 2 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



dalam hal kebebasan setiap perempuan untuk memiliki pasangan hidupnya.
Seperti yang tertuang didalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dimana dalam konvensi tersebut
menjelaskan bahwa, perempuan diberikan kesempatan setara sepenuhnya dalam
memilih pasangan dan menggelar akad pernikahan atas dasar kebebasan
sepenuhnya dari perempuan tersebut. 2

Dalam usaha untuk tercapainya suatu konstitusi yang mengatur mengenai
hak asasi perempuan seperti yang sudah dijelaskan di atas, tentunya perlu adanya
usaha yang masif dari seluruh elemen, baik itu dari pemerintah yang membuat
kebijakan, lembaga studi kewanitaan, gender serta anak, lembaga swadaya
masyarakat terkait tokoh agama, peneliti, pendidik, lapisan masyarakat hingga
keluarga yang mana dalam hal ini menjadi kedudukan yang penting.

UIN Sunan Kalijaga sendiri memiliki lembaga khusus, yakni Pusat Studi
Wanita, yang berfokus pada kajian-kajian wanita dengan corak moderat dan
progresif, lembaga ini sangat patut menjadi acuan mengenai penelitian
berperspektif gender serta permasalahan gender yang masih kerap terjadi di
lapisan masyarakat. Sejumlah peneliti yang bergiat di lembaga tersebut,
merupakan para peneliti yang otoritatif mengenai penyampainnya terkait
pandangan hukum ijbar dalam suatu perkawinan yang masih terjadi saat ini.

Di antara banyak kegiatannya, Pusat Studi Wanita di UIN Sunan Kalijaga
mempelajari masalah perempuan dan gender, mengembangkan konsep tentang
hubungan gender, menawarkan  dukungan ilmiah untuk pembuatan kebijakan
nasional dan daerah, membuat dan menyebarluaskan kurikulum yang berkaitan
dengan studi gender, dan terlibat dalam komunitas, pemberdayaan dari perspektif
gender. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga juga melakukan Penelitian-
penelitian di bidang gender, dimana ditunjukkan dengan publikasi jurnal nasional
hingga seminar nasional dan daerah. Untuk itu, penulis ingin melakukan
penelitian yang berkaitan dengan perspektif para pakar di Pusat
Pengaurusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga dalam
pandangannya meninjau hak ijbar dalam perkawinan yang sampai saat ini masih

terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui sejumlah

20 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan.Pasal 16 Butir 1b



kebijakan dan perspektif dari Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak
UIN Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk hak asasi
perempuan yang telah dilanggar, terlebih hak ijbar yang diterapkan sebagai hasil
dari pergaulan bebas yang menimpa remaja saat ini.

Meninjau sejumlah problem yang telah diuraikan dalam latar belakang
masalah tersebut, penelitian mengenai praktik perkawinan dengan hak ijbar dalam
perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga sangat menarik dan penting

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Be
rdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan implementasi hak ijbar di indonesia saat ini
menurut Pandangan Lembaga Gender Equality, Pusat Studi Wanita UIN
Sunan Kalijaga?

2. Bagaimana aturan hukum mengenai implementasi hak ijbar di dalam
perkawinan yang masih menjadi tradisi di Indonesia menurut perspektif Pusat
Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan yang telah
direndahkan akibat hasil dari perkawinan paksa sebagai konsekuensi
penerapan ijbar di dalam suatu perkawinan, berdasarkan perspektif Pusat
Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat diperoleh
tujuan dari penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui  sejauh apa
perkembangan serta perubahan implementasi hak ijbar di Indonesia saat ini
menurut pandangan lembaga gender equality Pusat Studi Wanita UIN Sunan
Kalijaga. Kedua, untuk mengetahui aturan hukum tentang hak ijbar di dalam
perkawinan yang masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia menurut
perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. Ketiga, untuk mengetahui



perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan yang telah direndahkan akibat

hasil dari perkawinan paksa sebagai konsekuensi penerapan ijbar di dalam suatu

perkawinan, berdasarkan perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai fenomena
praktik perkawinan dengan hak ijbar dengan tinjauan lingkup perspektif Pusat
Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan
pemikiran serta menjadi motivasi bagi peneliti, akademisi dan masyarakat
dalam menyikapi berbagai fenomena terkait dengan praktik perkawinan

dengan hak ijbar yang masih berkembang di tengah masyarakat saat ini.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kombinasi dari berbagai penelitian atau penelitian
sebelumnya yang terkait mencegah dan memastikan bahwa data penelitian yang
yang dilakukan terbukti valid. Tinjauan pustaka dalam tulisan ini dibuat dengan
meneliti dan menganalisis karya ilmiah yang ditulis olen orang lain yang
berhubungan dengan praktik perkawinan dalam hukum lIjbar, peer-review di
berbagai sumber hukum di Indonesia dan didefinisikan dari perspektif yang
berbeda, sehingga menjadi pembahasan siapa penulisnya. lakukan dalam diskusi
yang ditulis oleh orang lain.

Dalam bidang kajian keilmuan, ada beberapa kajian yang membahas praktik
ijbar pernikahan dari perspektif hak asasi manusia. Seperti sebuah studi dari Arini
Robi Izzati Hak Ijbar pada Anak Perempuan dari Perspektif Figh Serta Hak Asasi
Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak ijbar di dalam
pernikahan dapat memicu faktor kekerasan terhadap perempuan nantinya, karena
wali dipandang sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak
perempuannya, dimana kekuasaan penuh pada akhirnya menjadi monopoli.
Penulis juga menyebutkan bahwa meskipun masalah ini sudah dicakup oleh
sistem hukum perkawinan Indonesia, namun belum terselesaikan. Karena masih

ada perguruan tinggi Islam yang memperkenalkan program bertema patriarki.



Seperti misalnya dalam kitab Uqud dul Lujain, kajian utama kitab tersebut tentang
perkawinan tidak proporsional dan seringkali mengabaikan perempuan. Penulis
juga menekankan kebutuhan mendesak untuk merevisi penelitian "netral” tentang
hak-hak perempuan?..

Sementara itu, menurut penelitian dari Maghfirah dengan judul Hak Ijbar
Wali (Studi Perbandingan Pemahaman Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Maghfirah bependapat bahwa,
dalam pandangan sebagian masyarakat Islam Kota Pekanbaru adanya hak ijbari
wali dalam menetapkan calon isteri bagi anak gadisnya merupakan suatu konsep
berpikir yang bertentangan dengan kebebasan bertindak bagi golongan
perempuan. Pemahaman semacam ini jelas keliru, karena filosofi adanya hak
ijpari wali bukanlah bentuk merenggut hak perempuan dalam menentukan
pendapat. Adanya hak ijbari wali dimaksudkan untuk melindungi perempuan
yang belum dewasa dalam menentukan jodohnya, karena mereka memang belum
dapat dipandang cakap dalam menentukan sikap. Hadirnya hak ijbari wali dilatar
belakangi oleh beban tanggung jawab Orangtua terhadap anaknya, termasuk
dalam memilihkan jodoh yang dipandang baik. Bukan didasari atas pemaksaan
kehendak. Hak ijbar wali hanya ada kepada anak perempuan yang belum dewasa
atau perempuan dewasa yang diduga belum cerdas dalam menentukan pilihan
jodohnya, adapun perempuan dewasa yang sudah cerdas maka tidak berlaku
baginya hak ijbar wali.??

Selanjutnya penelitian yang. dilakukan oleh Khusnul Haqg mengeksplorasi
hubungan antara praktik perkawinan dan hukum ljbar dengan masalah gender.
Judul buku tersebut adalah Mendefinisikan Kembali Hak ljbar Figih dalam
Terang Isu Gender Kontemporer. Dalam kajian ini, Khusnul Haq terlihat jelas.
Ada kontroversi di antara ulama dari empat sekolah tentang hukum ijbar untuk
wali hukum dan dewasa anak perempuan, sementara ulama dari sekolah Maliki ,

Syafi'i dan Hambali mempertahankan hak mereka untuk ijbar sementara ulama

21 Kuasa Hak And Others, ‘Perspektif Figh Dan Ham' Arini Robbi Izzati Rifka An Nisa..

22 Fakultas Syariah and D A N Hukum, ‘Dibiayai Oleh Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (Dipa) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2016°,
2016.
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Hanafi tidak. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberlakukan hak
jaminan sosial Ijbar bagi perempuan yang belum mencapai kedewasaan dan
perempuan dewasa tetapi tidak memenuhi syarat karena mereka setuju untuk
tidak menerapkan hukum 'ljbar bagi para janda.

Penulis cenderung pada pandangan mazhab Hanafi, yang tidak mengatur hak
ijbar di atasnya, mengenai hak ijbar wali atas anak perempuan yang sudah
dewasa dan cakap hukum. Dengan kata lain, seorang wali tidak dapat
memaksanya untuk menikah tanpa terlebih dahulu mendapatkan izinnya.?®

Dari beberapa literatur dalam bentuk karya ilmiah, tesis maupun jurnal ijbar
dengan praktiknya dalam perkawinan di Indonesia. Penulis pada penelitian di atas
telah berfokus pada penelitian hak ijbar menurut perspektif hukum islam, seperti
menurut tinjauan antara ulama empat mazhab, serta fenomena hak ijbar terhadap
kesetaraan gender. Pada dasarnya terdapat persamaan antara penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan dengan hak
ijbar. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada hak-hak
asasi perempuan dengan mengkaji hasil dari perspektif Pusat Studi Wanita dan
meneliti bagaimana pandangan atau perspektif Pusat Studi Wanita mengenai telah
hilang atau dilanggar akibat adanya fenomena hak ijbar yang saat ini masih

dialami sejumlah perempuan di Indonesia.
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori memaparkan sejumlah teori yang dipakai serta menjadi
pegangan atau referensi untuk peneliti hingga menjawab analisis permasalahan
penelitian. Dengan menentukan kerangka teori yang terstruktur, maka akan
semakin mudah untuk menentukan tujuan dan kegunaan dari penelitian. Pada
penelitian ini, adapaun teori utama yang digunakan oleh penulis sebagai pisau
analisis secara paradigmatis yakni merujuk pada teori peran interaksi sosial,
perubahan sosial serta perubahan tradisi. Menggunakan pandangan tersebut,
tujuannya untuk memperoleh jawaban atas apa yang melatarbelakangi seseorang
memiliki gagasan serta mengemukakan teori dari suatu kasus yang ada, sehingga,

diharapkan penelitian yang dilakukan dapat melahirkan pandangan baru serta hasil

23 Hag.
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monitoring atas sejumlah teori yang mungkin saja tidak sama dari sejumlah
narasumber yang nantinya akan dilakukan wawancara. Mengenai teori yang

digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Teori Peran Interaksi Sosial dalam Pandangan Bidlle dan Thomas

Dari studi literatur yang telah dikaji sebelumnya, diperoleh informasi bahwa.
Pandangan Bidlle dan Thomas mengenai peran sendiri terbagi menjadi empat.
Yang pertama, diartikan sebagai seseorang yang mengambil bagian dalam
interaksi sosial, kemudian kedua, perilaku yang muncul dari seseorang dalam
interaksi sosial. Ketiga, kedudukan dari banyak orang dan perilaku orang tersebut.
Keempat, Biddle dan Thomas memaparkan peran merupakan kaitan antara orang
dan perilaku.?* Dalam hal interaksi sosial ini, menurut literatur lain juga
menyebutkan bahwa, terdapat bagian tertentu dari para pihak yang ikut terjun ke
dalam dinamika sosial tersebut. Menurut Biddle dan Tomas, teori peran
didasarkan pada seseorang yang dikenal sebagai aktor yang memainkan peran di
mana aktor berinteraksi dengan target. Konflik peran terjadi ketika individu yang
memainkan peran tertentu tidak bertindak dalam peran tersebut. Bidlle dan
Thomas juga berbicara tentang kesulitan yang akan dihadapi para pemain dalam
memerankan karakter mereka.?®

Sedangkan sumber lain juga menyebutkan, orang yang mengambil bagian
dalam dinamika sosial tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama
dicirikan sebagai seseorang yang terlibat dalam hubungan sosial, sedangkan yang
kedua adalah perilaku yang dihasilkan dari pertemuan semacam itu. Ketiga,
kedudukan dan tindakan banyak individu. Keempat, Biddle dan Thomas
menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku orang dan tempat mereka dalam

masyarakat..?

24 Sarwono Sarlito, ‘Teori Psikologi Sosial,” (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 234.

% Jannah, Miftahul, and Junaidi Junaidi, ‘Faktor Penghambat Guru Sebagai Fasilitat’,
Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran, 1.3. Tahun 2020, hal 191-194

% 1bid, him. 234
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2. Teori Perubahan Sosial dan Kebudayaan dalam Pandangan Ogburn

M
enurut segi pandang sosial sendiri, terdapat sejumlah alasan yang menjadi pemicu
adanya peristiwa sosial, dimana membuat pandangan yang baru. Faktor tersebut
diantaranya yaitu, yang pertama, sifat seorang itu sendiri yang dinamis, perubahn
serta perkemabngan yang dialami serta dialami oleh individu disebabkan oleh
ssejumlah faktor juga, seperti pertambahan usia, semakin tingginya level
pendidikan seseorang, pengalaman yang kian bertambah, serta sejumlah peristiwa
traumatik maupun peristiwa yang memuaskan. Faktor yang kedua yaitu, bisa
disebut sebagai lingkungan yang mengalami perubahan akibat dari adanya
penemuan pengetahuan baru dari suatu penelitian yang terus mengalami
keberlanjutan.?’

Ogburn memberikan pemahaman tentang perubahan sosial ini daripada
definisinya. Dia berpendapat bahwa aspek budaya yang berwujud dan tidak
berwujud dipengaruhi oleh perubahan sosial.?® Dia menggarisbawahi pengaruh
signifikan yang dimiliki aspek budaya material terhadap elemen tak berwujud.
Dengan pemahaman ini, Ogburn sebenarnya ingin berargumen bahwa perubahan
sosial terkait dengan dinamika manusia secara keseluruhan dan dengan demikian
juga dengan aspek fisik dan spiritual manusia. Perubahan budaya material
memiliki dampak yang lebih besar daripada pergeseran berbasis spiritual dalam
pemikiran, pola sikap, dan pola perilaku. Misalnya, perubahan salah satu
komponen kehidupan sosial dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi, geografis,
atau biologis (pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku).

Karena pengetahuan yang telah diperoleh atau karena lingkungan sekitar
nara sumber, di mana ia sering melakukan interaksi sosial dan memiliki sudut
pandang yang berbeda, setiap peneliti, mengacu pada penjelasan di atas, tentu
memiliki alasan yang menjadi dasar argumen untuk pandangan apa yang dipegang
dan diungkapkan. Kemudian, sudut pandang ini akan diperiksa berdasarkan ide-
ide yang disebutkan di atas untuk mencapai jawaban yang diinginkan, baik dari

2" Sarwono Sarlito, Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Terapan, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1999), hal. 195.

8 Soekanto,S.2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi terbaru. Jakarta: RajaGrafindo
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segi pandangan dari Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga secara umum
maupun latar belakang atas pandangan yang telah dikemukakan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara atau prosedur yang memiliki langkah-
langkah sistematis dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian hingga
analisis data penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam pembahasan tesis

ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian lapangan (field research),
dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dimana penelitian ini dimaksudkan
untuk menganalisis, menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai perkawinan
dengan hak ijbar yang saat ini masih terjadi di kalangan masyarakat, dimana

ditinjau dalam perspektif Lembaga Gender Equality UIN Sunan Kalijaga.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana
dalam penelitian tersebut mengidentifikasi bagaimana perspektif dari Pusat Studi
Wanita UIN Sunan Kalijaga serta mengkaji dan menganalisis bagaimana
pandangan dari Lembaga Gender Equality UIN Sunan Kalijaga berkenaan dengan
seperti apa bentuk perlindungan hukum khusus untuk perempuan yang hak
asasinya dilanggar karena implementasi dari hak ijbar di dalam perkawinan yang

masih diterapkan di lingkungan masyarakat.
3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan
sekunder. Data primer adalah informasi tentang masalah yang sedang dibahas
yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Sedangkan sumber informasi
utama adalah wawancara yang dilakukan di Pusat Studi Wanita UIN Sunan

Kalijaga. Data dari buku, jurnal hukum, perundang-undangan, dan sumber lain
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dengan fokus hukum dan masyarakat digunakan sebagai sumber penelitian data

sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Cara memperoleh data untuk keperluan penelitian dikenal sebagai teknik
pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan pada penelitian
ini dari informan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga menjadi informan
penelitian. Teknik yang diperlukan di dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Dialog pertukaran tanya jawab langsung antara dua pihak, termasuk
pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada sumber atau pihak yang
bersangkutan, merupakan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti akan
mengadopsi wawancara terstruktur, yang nantinya akan mewawancarai
narasumber dari Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga dan mengevaluasi

berbagai data yang disimpan oleh peneliti selama proses wawancara berlangsung.
b. Metode dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan informasi melalui arsip tertulis,
khususnya dalam bentuk dokumen yang berisi buku-buku tentang teori dan sudut
pandang yang berkaitan dengan penyelidikan. Teknik dokumentasi ini digunakan
peneliti -untuk mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang dapat menawarkan
informasi yang relevan dengan apa yang dibutuhkan, seperti data yang diperoleh

dari berbagai sumber.
c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan studi pustaka, yaitu menelusuri dan menelaah berbagai peraturan

perundang-undangan atau literatur yang terkait dengan masalah penelitian.
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5. Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini
adalah memakai deskriptif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum tersebut diolah
dan disajikan secara deskriptif atau digambarkan melalui penguraian kalimat dan

dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis secara umum
mengurutkan (mensistematisasikan) penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Bab pertama membahas konteks masalah berupa pendahuluan masalah
penelitian, rumusan masalah dengan isi pertanyaan pokok yang akan dianalisis,
tujuan dan aplikasi penelitian, tinjauan pustaka termasuk perlakuan terhadap hasil
penelitian sebelumnya yang dapat membantu penelitian tersebut dan dapat berupa
materi adat dan baru yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Kerangka
teori yang akan digunakan sebagai analisis dan kerangka berpikir tentang masalah
utama penelitian dan metode penelitian sebagai penjelasan tentang alur atau
langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, dan yang
terakhir adalah pembahasan yang sistematis untuk memudahkan pengoperasian
dan membuat pencarian lebih mudah dibaca.

Bab kedua membahas tentang asas-asas hukum perkawinan dengan hukum
ijbar ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia, yang terdiri dari dua sub
bab. Bagian pertama membahas tentang gambaran umum perkawinan dengan hak
perwalian bagi anak perempuan dalam perspektif hukum Islam. Sub bab kedua
membahas tentang asas-asas hukum perkawinan ijbar dari perspektif hak asasi
manusia. termasuk undang-undang tentang perkawinan dengan ijbar sampai
dengan undang-undang hak asasi manusia no. 39 Tahun 1999 (HAM), aturan
hukum perkawinan dengan ijbar dalam Konvensi Pengesahan Pernikahan, Usia
Minimum untuk Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Konvensi tentang
Persetujuan  Pernikahan, Usia Minimum untuk menikah dan pencatatan
pernikahan) 1962.

Bab ketiga menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti, bab ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: gambaran atau

gambaran umum lembaga Pusat Penelitian Wanita UIN Sunan Kalijaga. Kondisi
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yang berbeda akan dijelaskan pada bagian ini, termasuk konteks, tujuan dari tugas
dan kewajiban. Selain itu, ada data dan pendapat khusus dari sumber Women's
Studies Center terkait fenomena atau peristiwa ijbar perkawinan yang masih
banyak digunakan di masyarakat.

Pada bab keempat, peneliti memaparkan analisis tentang praktik hukum
ijbar yang masih terjadi di seluruh masyarakat, dan apa yang menyebabkan
fenomena perkawinan dalam hukum ijbar. Selanjutnya, dalam bab ini, peneliti
memaparkan bagaimana Women's Studies Center merespon perlindungan hukum
terhadap perempuan yang hak asasinya telah hilang atau dilanggar akibat
fenomena hak ijbar yang masih dialami banyak perempuan di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan berupa
tanggapan peneliti dalam perumusan masalah terkait fenomena praktik

perkawinan dalam hukum ijbar dan usulan pengembangan penelitian baru.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan menginterpretasikan data dan analisis yang telah diuraikan dan diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam catatan sejarah, gagasan tentang hak ijbar telah berkembang. Sebagian besar ulama
mazhab mengakui hak ijbar untuk wali di hari-hari awal hukum Islam. sehingga Orangtua
dapat memaksa putrinya untuk menikah meskipun ada pandangan yang berlawanan. Hak
mutlak ijbar setelah itu tidak boleh lagi dilaksanakan di Indonesia setelah lahirnya Undang-
undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejumlah pasal terlihat jelas bahwa
izin dari kedua mempelai, atau calon suami istri, merupakan komponen penting dalam
perkawinan itu sendiri. Dalam catatan sejarah, gagasan tentang hak ijbar telah berkembang.
Sebagian besar ulama mazhab mengakui hak ijbar untuk wali di hari-hari awal hukum Islam.
sehingga Orangtua dapat memaksa putrinya untuk menikah meskipun ada pandangan yang
berlawanan. Hak mutlak ijbar setelah itu tidak boleh lagi dilaksanakan di Indonesia setelah
lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejumlah pasal
terlihat jelas bahwa izin dari kedua mempelai, atau calon suami istri, merupakan komponen

penting dalam perkawinan itu sendiri.

2. Menurut Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, konsep ijbar memiliki landasan hukum
dalam figh. Landasannya ditemukan dalam hadits nabi, yang ditemukan dalam berbagai kitab
hadits. Sebagai salah satu konsep yang menjadi landasan hukum dalam figh yang berkaitan
dengan aturan hukum, para ahli figh memiliki perbedaan pendapat tentang kawin paksa
(ijbar). Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan variasi sudut pandang yang berbeda,
mengakui adanya hak ijbar wali. Pada hakekatnya, di antara keempat mazhab tersebut, hanya
mazhab Hanafi yang membutuhkan izin mutlak dari mempelai wanita. Namun demikian,
tidak ada aturan hukum eksplisit yang mengatur perkawinan dengan hak ijbar, baik dalam
instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun dalam instrumen hukum hak asasi
manusia internasional, dalam hal hukum hukum yang berkaitan dengan perkawinan dengan
hak ijbar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa perkawinan dengan hak ijbar dapat
dilakukan karena ada ketentuan hukum yang mengatur kebebasan laki-laki dan perempuan
untuk memilih pasangan hidup mereka dan melakukan perkawinan kehendak bebas dalam
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instrumen hukum hak asasi manusia ini. Karena aturan-aturan tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa dokumen-dokumen hukum ini tidak mengakui perkawinan dengan hak
ijbar.

3. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga memberikan dua jenis perlindungan hukum bagi
perempuan yang hak asasinya dilanggar karena perkawinan dengan hak ijbar dari sudut
pandang hukum Islam. Pertama, setiap wanita memiliki hak yang sama untuk memilih
pasangannya. Hal ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap semua ayat yang
berhubungan dengan pernikahan dalam Al-Quran, dan temuan analisis tersebut
mengarah pada pengembangan lima prinsip yang berhubungan dengan pernikahan Ide
memilih pasangan adalah salah satu dasar pernikahan. Gagasan untuk memilih pasangan
sebelum menikah merupakan bentuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat,
terutama bagi perempuan, yang kemampuannya untuk mengambil keputusan sering
dilanggar karena gagasan tentang hak ijbar yang dipegang oleh walinya. Kedua, wanita
boleh dimintai izin walinya untuk menikahinya tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Ini didasarkan pada kisah Al-Khansa, yang ayahnya menikahkan dia di luar kehendaknya
meskipun dia tidak mau. dimana Nabi kemudian menyatakan pernikahannya tidak sah.
Dalam membahas perlindungan hukum bagi mereka yang hak asasinya dilanggar sebagai
akibat perkawinan dengan hak ijbar dari perspektif hak asasi manusia, jelas bahwa semua
pihak, terutama negara sebagai penyelenggara dan pembuat kebijakan, harus
dipertimbangkan. Negara Indonesia (Pemerintah Indonesia) telah membuat atau
meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional terkait hak asasi perempuan serta
lembaga atau lembaga yang secara khusus dapat membantu melindungi perempuan dari
bahaya. Upaya tersebut dilakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hak asasi
manusia, khususnya hak-hak perempuan. Pengamanan hukum tersebut antara lain
Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UDHR,
ICCPR (diratifikasi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005), Konvensi tentang Izin
Perkawinan, Usia Minimum Menikah, dan Pencatatan Perkawinan tahun 1962, dan
CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2005) adalah beberapa
contoh internasional hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, KOMNAS Perempuan
didirikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri di Indonesia sebagai mekanisme nasional
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untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan berbagai undang-
undang hukum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan komitmen
negara untuk membela hak asasi warga negaranya, khususnya hak-hak perempuan dalam
konteks perkawinan. Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa negara telah
menghasilkan dan menyetujui sejumlah dokumen hukum internasional yang berkaitan
dengan hak asasi perempuan dan mendirikan lembaga unik sebagai KOMNAS
Perempuan. Hal ini tidak cukup karena masih banyak terjadi kasus kekerasan dan
prasangka terhadap perempuan, sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas,
Penulis memiliki beberapa saran terkait dengan praktik perkawinan dengan hak ijbar, Saran-

saran tersebut adalah:

1. Landasan teoretis ljbar awalnya berpusat pada tugas Orangtua untuk membimbing anak
perempuan mereka menuju jenis pernikahan yang menurut Islam ideal. Namun, esensi dan
makna konsep ijbar telah disalahartikan dalam kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terjadi
sebagai akibat dari penemuan bahwa tradisi ijbar klasik, yang didokumentasikan dan
didefinisikan dalam pengertian figh pernikahan, terkait erat dengan budaya patriarki yang
dominan saat itu. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengakhiri perlakuan otoriter terhadap
perempuan di dunia modern karena ini adalah semacam dehumanisasi yang bertentangan
dengan norma-norma sosial, hukum, etika, dan moral.

2. Aturan hukum terkait praktik perkawinan dengan hak ijbar haruslah dipertegas kembali, tidak
hanya disisipkan dalam pasal-pasal tertentu saja. Akan tetapi harus ada pasal tersendiri terkait
dengan praktik perkawinan dengan hak ijbar atau dibuat undang-undang yang secara khusus
mengatur mengenai perkawinan dengan hak ijbar. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan
oleh Negara Inggris, yang dengan tegas membuat UU "Forced Marriage Act" atau UU anti
kawin paksa.Selain itu, negara juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif
dapa memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin
paksa. Apapun alasan yang digunakan dan tujuannya, praktik perkawinan dengan hak ijbar
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tetaplah melanggar hak asasi perempuan. Oleh karena itu, lebih baik praktik perkawinan
dengan hak ijbar dihapuskan saja.

3. Perlidungan hukum yang diberikan oleh negara harus dijamin sepenuhnya agar perlidungan
hukum dapat optimal. Negara harus mengambil tindakan yang perlu seperti membuat atau
merevisi perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dengan menambahkan
ketentuan larangan adanya praktik perkawinan dengan hak ijbar (kawin paksa) disertai
dengan adanya sanksi bagi para pelanggar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Negara
Inggris, yang dengan tegas membuat UU "Forced Marriage Act" atau UU anti kawin paksa.
Selain itu, negara juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif dapat

memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa.
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